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BAB V 

PENUTUP 

A. Pendapat Hukum 

Berdasarkan Kasus Posisi, Pertanyaan Hukum, Penelusuran Bahan 

Hukum, dan Analisis Hukum di atas, Penulis mendapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Malaysia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan 

kepada Mahkamah Internasional terhadap Indonesia. Legal standing 

Malaysia sendiri dapat didasari pada 2 (dua) hal, yaitu kewajiban Erga 

Omnes dan/atau Diplomatic Protection. 

2. Bahwa Indonesia bertanggung jawab atas kerugian Malaysia akibat 

asap kabut. Hal tersebut didasari terdapat 2 (dua) perbuatan yang 

dapat diatribusikan kepada Indonesia dan perbuatan-perbuatan 

tersebut melanggar kewajiban Hukum Lingkungan Internasional 

Indonesia serta melanggar kewajiban tripartit HAM Indonesia. 

Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan pencemaran asap yang 

merugikan Malaysia sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk 

memberikan reparasi berupa restitusi, kompensasi, dan pemuasan bagi 

Malaysia. 
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B. Rekomendasi 

1. Apabila Pemohon Legal Memorandum dan Indonesia tidak ingin 

melanjutkan perkara ini ke dalam proses penyelesaian sengketa di 

Mahkamah Internasional, Penulis merekomendasikan untuk 

melakukan reparasi terhadap kerugian yang dialami oleh Malaysia 

akibat pencemaran asap kabut. Bentuk dan nilai dari reparasi tersebut 

sebaiknya segera dinegosiasikan dengan pihak Malaysia. 

2. Apabila Pemohon Legal Memorandum dan Indonesia siap menerima 

gugatan dari Malaysia dan meneruskan perkara ini ke Mahkamah 

Internasional, Penulis berpendapat bahwa akan sangat sulit untuk 

membuktikan bahwa Indonesia tidak melakukan kesalahan atau 

bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Malaysia. Oleh karena 

itu, Pemohon Legal Memorandum dan Indonesia sebaiknya berfokus 

pada pembuktian berkenaan dengan tidak adanya hubungan kausal 

antara kesalahan yang dilakukan oleh Indonesia dengan kerugian yang 

dialami oleh Malaysia.
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